BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS PADA

Menimbang

Mengingal

INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam upays menunjang tercapainya Kinerja
pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus
pada Inspektorat Kabupaten yang berkualilas dan
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, perlu
mclaksanakan ugas pengawasan secara profesional;

bahwa agar pelaksanasan kegiatan pcnugasan
pengawasan inspektur pembantu  bidang khusus
sebagaimana dimaksud dalam hurwf a agar dapat
dilaksanakan secara efeklif dan efisien, 1iepat
dann akurat perla menyusun pedoman pelaksanaan
tugas pengawasan,

bahwa  berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huref b perlu
menelapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Inspektur Pembantu  Bidang Khusus
pada inspektorat Kabupaten Cianjur.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengparaan Negara vang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Nepgara
Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);




Undang- Undang Nomeor 31 Tabun 1999 tentang
Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomotr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 1entang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Xeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
MNegara Repubkk Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2022 Nomor 238 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Takun 2008 Nemor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Pemeraturan Permerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengguarasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tahun Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10.

15118

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah ([Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2001 tentang Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabhun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengeloiaan Kegiatan Bidang Investigasi,

Peraturan Daerah RKabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Peraluran BDaerah
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lcmbararn Daserah Kabupaten
Cran g Tahun 20221 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pcngelolaan  Keuangan  Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022
Nomor 35);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2022 Nomor 250);

Peraturan Bupali Cianjur Nomor 83 Tahun 2021
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Inspekloral Kabupaten
Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2021 Nomor 83; dan

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 806 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur Cianjur (Berila Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 210);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN
PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan:

1,

gn

6.

Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian
bukti tentang informasi vang dapat diukur mengenai suatu
satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten
dan jndependen untuk dapat menentukan dan melaporkan
kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan

dan mengumpulkan bukti secara  sistematis yang
bertijuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu
perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan
hukum selanjutnya.

. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /

Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut Audit PKKN/PKKD adalah audit
dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk
menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian
keuangannegara/daerah wvang timbul dari suatu kasus
penyimpangan dan digunakan untuk mendukung
atau tindak lanjut dari tindakan/audit investigasi.

Pemberian Keterangan Ahh adalah pemberian
pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam
suatu  kasus tndak pidana korupst danfatau perdata
untuk membual terang suatu  kasus bagi  penyidik
dan/atau hakim.

Daftar Pihak-Pihalt yang terkait adalah daftar kode,
nama <«an jabatan para pelaku yang terlibat pada
penyimpangan vyang ditemukan oleh auditor pada saat
melakukan Audit Investigatif. '

Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan
serta  diterima untuk sementara yang dapat
menerangkan faktafakta atau kondisi-kondisi yang diduga
mengandung penyimpangan  atau hambatan kelancaran
pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk
menentukan langkah-tangkah audit Investigast
selan jutnya.



10.

. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE

adalah ranglkuman hasil  ekspose paling  sedikit
memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta
ekspose, jalannya eckspose serta simpulan dapat/ftidak
dapat dilakukan audit investigatii vang ditandatangani oleh
oejabat berwenang.

. Laporan  Hasil Audit Investigatif wyang selanjutnya

disingkat  LHAI adalah laporan yang berisi
pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses
kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan
berupa  kerugian Keuangan negarafdaerah serta
rekomendasi.

, Instansi Pen yidii adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kagus adalah dugaan penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah  yang  dapat

mengham bat kegiatan pemerintah dan/atau
pembangunan.
11.Xerugian Keuangan Negara/Daerah adalah

i

13.

14.
15.
16.

17.

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalat.

Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi
rertilis dari masyarakat mengenai dugaan
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan  pada Objek
Penugasan.

Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya
perbedaan antara target dan realisasinya dalam
pengelolaan keuangan negara/ daerah yang
menghambat kegiatan pemerintah dan/atau
pembangunan.

Inspcktorat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelengpara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah otonom.

Paerah adalah Kabupaten Cianjur.




BAB [I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

{1] Maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk
memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi

Inspekiorat dalam melaksanakan tugas Inspektur
Pembantu Bidang Khusus,

2] Tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah :

a, tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan,
pela porkan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut
penugasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus bagi
Aparat Pengawasan Internal Pemerintuh Inspektorat
Kabupaten Cianjur vang efcktil, efisien dan akurat; dan

b. tercapainya produk hukum penugasan [nspektur
Pembantu Bidang Khusus yang berkualitas dan

memberikan manfiaat bagi para pemangku kepentingan
{ stakeholders).

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pagal 3
Ruang lingkup penugasan bidang Investigasi dalam
peraturan ini meliputi:
a. Audit Investigatif;
b. Audit PKKN/PKKD; dan
¢ Pemberian Keterangan Ahli;

Pasal 4

(1) Penugasan bidang investigasi dilaksanakan sesuai
dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Auditor Internal Pemerintah Indonesia [AATPD.

{2} Ketentuan deby h lanjut  mengenai pedoman
penugasan bidang investigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur
baku pelaksanaan kepgiatan yang diatur dengan
Peraturan Inspecktur.




BAB IV
AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

{1} Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber

(2

(1)

(2)

3

(1)

(2)

informasi sebagai berikut:
a. pengembangan kegiatan pengawasar;
b pengaduan masyarakat;

¢ permintaan kepala perangkat daerah, pimpinan
badan wusaha atau pimpinan objek penugasan lain;
dan

d permintaan instansi penyidik/ aparat penegak
hukum.

Audil Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi pra
perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaperan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Audit Investigatif

Paragrafl 1
Audit Investigaufl yang Bersumber dar Pengembangan

Kegiatan Pengawasan

Pasal &

[nspektur Pembantu Bidang Khusus bertanggung jawab
melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang
akan dikembangkan dengan Audit Investigatif.

Telaahan  atas laporan  hasil pengawasan  yang
memenuhi  kriteria, dipaparkan/ckspose secara
internal dengan menghadirkan Inspektur, Inspektur
Pembantu serta Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD) terkail.

Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mempercleh kecukupan  informasi yang — memenubn
kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan  Audit
Investigatil.

Pasal 7

Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil
Ekspose (RHE) dan ditandatangam oleh Inspekiur
Pembantu Bidang Khusus.

Risalah Hasil Ekspose [RHE) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sediltt harus memuat uraian
mengenal pemenuhan:

#. krnteria;




b. daftar peserta ekspose;

c jalannys ekspose;dan

d. simpulan dapat/ftidak dapat dilakukan audit
investigatif.

Pasal &

Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti
dengan Audit Investigatif yaitu:

a ada indikasi pecnyimpangan/pelanggaran peraturan
perundang-undangan;

b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau

¢ ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah.

(1)

Pasal 9

Berdasarkan Risalah Hasil Ekspose (RHE)j, Inspelktur
mernutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit
Investigatif.

{2} Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} menjadi dasar pelaksanaan peréncanaan Audit
Investigat:f,

Paragraf 2
Audit Investigatil yang Bersumber dari Pengaduan
Masyarakat
Pasal 10

{1} Pengeduan masyarakat yeng dapat ditindaklanjuti
dengan Audit Investigatif adalah pengaduan berkadar
pengawasan  yang ditujukan langsung kepada
Pemerintah Daerah c.q Bupati dan/atau Inspektorat dan
telah melalui proses telaah pengaduan.

{2 Proses penelaahan pengaduan masyarakat mengacu
kepada pedoman teknis penanganan pengaduan
masyarakat.

Pasal 11
(1nformasi pengaduan masyarakat dapat

ditindakianjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila
dalam  materi pengaduan telah  terpenuhi unsur
SW+2H, yaitw

a. Wha {apa-jenis penvimpangan dan dampaknyal;

Where [dimana-tempat terjadinya penyimpangan};
When [kapan-waktu terjadinya penyimpangan);

Who {stapa-pihak-pthak yang diduga terlibat);

Why [mengapa-penyebab terjadinya penvimpangan);

How  (bagaimana-modus operandi terjadinya
penyinpanganf. dan

S RV




g. How  Much (berapa-dampak  negatil  terhadap
kevangan negara/daerah akibat terjadinya
penyimpangan).

(2) Dalam hal tidak seluruh umsur 5SW+2H sebagaimana

{1}

(2)

(1)

2}

(3}

(4)

dimaksud pada ayat (l} dapat terpenuhi, pengaduan
masyarakai dapat dan layak ditindaklanjuti dengan
ketentuan paling sedikit terpenuhi 23 [tiga) wunsur
perlama yainl tizhat, where  dan when,  serta
berdasarkan pertimbangan profesional auditor
(auditor’s profesional judgement).

Paragraf 3

Audit Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Kepala

Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan
Objek Penugasan Lain

Pasal 12
Audit Investigatif berdasarkan  permintaan  Kepala
Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha atau

pimpinan objek penugasan lain dapat dipenuhi apabila
surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan
tertinggi objek penugasan.

Inspektur mernenuhi permintaan Audit
Investigatif sebagaimana ayal (1) kepada Inspektur
Pembantu Bidang Khusus,

Pasal 13

Inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi objek
penugasan yang al@an mengajukan permintaan Audit
Investigatif  untuk melakukan ekspose atas
permasalahan yang dimmintakan Audit Investigatif.

Ekspose scbagaimana dimaksud pada ayat {1] untuk
memperoleh  kecukupan informasi vang memenuhi
kriterian untuk dapat dilindakianjuti  dengan Audit
Investigatif.

Hasil ckspose dituangkan dalam Risalah Hasil
Eksposc {RHE} yang memuat wurajan pemenuhan
kriteria dan simpulan dapatftidaknya dilakukan Audit
Investigatif.

Berdasarkan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada

ayvat 3) Inspekiur menyimpulkan kelayakan
permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit
Investigatif .

Pagal 14

Kriteria permintaan pimpinan objek penugasan untuk
dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu

a. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan

perundang-undangan;

b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/ataua c

ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah,




(L

(2

{1}

(2)

Pasal ©

Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari
pimpinan obgk penugasan diprioritaskan ierhadap hal
hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material,
serta. menjadi sorotan publik.

Permintaan  Audit Investigatil dari  pimpinan objek
penugasan tdak dapat dipenuhi apabila dijumpai
kondisi sebagai berikut:

a. obyek penugasan sedang atau telah dieudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP| atau
Aparat Pengawasan Intern Pemernintah (APIP} lainnya;

b. objek penugasan sedang dalam proses hukum
(penyidikan oleh  instansi  penyidik, penuntutan
dan/atau sedang dalam proses peradilan);, dan/atau

c. apabila ada gangguan objekufitas dan independensi.

Paragraf 4

Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan
Instansi Penyidik

Pasal 16

Permintaan Audit Investigatif dalam bentuk tertulis
kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan  pemaparan kasus/ekspose dari Instansi
Penyidik vang meminta setelah surat  permintaan
diterima dan dijawab olch Inspekiorat.

Sebelum  pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan telaah teriebih dahulu apakah
kasus yang dimintakan audit oleh Aparat Penegak Hukum
pernah dilakukan audit/
reviu/monitoring fevaiuasi/pendampingan/ bimbingan
teknis oleh [nspekiorat atau APIP lainnya.

(3) Apabila sebelurmnya pernah dilakukan penugasan, agar

(4)

(1]

(2)

dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga
Inspektorat.

Dalam hal terdapat nsike independensi sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) vang mengakibatkan lembaga
[nspektorat tergangg secara signifikan, maka permintaan
penugasan erse but ditolak

Pasal 17

Audit Investipatif atas permintaan penyidik dapat
dipenuhi apabila proses hulkum masih berada pada tahap
penyelidikan.

Permintaan Audit Investigatif dari penyidik dapat
dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada  saat
ckspose diperoleh informasi bahwa:




(1)

(2)

3

m

A BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/ Satuan
DENgawas intern pada Kementerian/
Lembaga /Pemerintah Daerah /Xorporasi Negara/
Daevah/Organisasi  lainnya) sedang atau  lelah
melaloukan Audit investigatif atas kasus yang sama;

b Instansi Penyidik lainnya sedang atau  telah
melaksanakan proses hukum atas  kasus yang
sama;

c. proses hukum terhadap objek penugasan yang
dirnintakan Audit Investigatif telah berada pada tabap
penyidikan; dan/fatau

d. terdapat gangguan  terkait independensi  dan
objeklifitas lembaga [nspektarat terhadap kasus yvang
dimintakan Audit [nvestigatf oleh penyidik.

Bagian Ketiga
Tahapan Audit Investigasi
Paragraf 1

Pra Perencanaan

Pasal 18

Pra perencanaan Audit Investigatifl merupakan tahap awal
proses penugasan berupa pengumpulan informasi,
analisis dan pengambilan simpulan vyang dilakukan
Inspekiur Pembantu Bidang Khusus untuk memutuskan
apakah akan dilanjutkan dengan Audit [nvestigatif atau
tidak.

Untuk  efisiensi sumber daya dan  memastikan
kecukupan informasi apabila diperlukan pra
perencanaan Audit Investigatii ditindaklanjuli dengan
penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan Audit
Investigatif.

Salah sama  hasil pra perencansan  Audit Investigatif
adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang
akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan
Audit Investigatif.

Pasal 19

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra

perencanann penugasan Audit Investigatif yang dapat
dilaicukan dalam hal:

a sumber penugasan berasal dari  selain  hasil
pengawasan [nspektorat; dan

b. hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam

Risaleh Hasii Ekspose (RHE) belum sepenuhnya
memenuhi unsur 3W+2H.



(2) Penelitian awal dilakukan sebagai berikur:

)

(4

oy

(2

a tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat
tugas yang  diterbitkan cleh  Inspcktur dengan
berdasarkan kepada Risalah Hasil Ekspose (RHE); dan

b. surat tugas penelittan awal menugaskan kepada tim
untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek

penugasan dengan GGdak menyebutkan pihak yang
ditu ju.
Penelitian awal dimaksudkan untuk  memperoleh

kecukupan informmasi untuk  dapat  dilakukan  Audit

Investigatif yang terdiri dari:

a. terdapat i ndikasi penyimpangan/ pelanggaran
peraturan periindang-undangan;

b. terdapat indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan
wewcnang,

¢ terdapat indikasi kerugian keuangan negara/
Daerah;dan

d t1erdapat hubungan kausalitas atas
penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan
kerugian keuangan negara/daerah.

Penugasan penelitian awal diakhim dengan

menerbitkan  laporan  hasil  penelitian  awal  yang

ditujukan kepada Inspektur.

Paragral 2

Perencanaan

Pasal 20

Dalam merencanakan Audit Investi_gatif, auditor
harus:

a4 menetapkan sasaran, ruang lingkup dan  alokasi
sumber daya;

b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan
proses pembuktian sualu penyimpangan,

¢. mengidentifikasi pendckatan, prosedur, dan teknik
audit yang  akan digunakan untuk mengu)i
hipotesis;

d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan
dilakukan dalam bentuk program audit;

e, melakukan penilaian risika penugasan dan
merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan

. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan
Audit Investigatif.

Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat
direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain vang
berkompeten pada suatu bidang tertent.




(2} Dalam  penggunaan ienaga  ahli, auditor  harus
merancang prosedur pengeéndalian  yang memadai
guna memperoleh Keyakinan terbatas bahwa
penggunaan lienaga ahlt lain tersebut dapat mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif.

(4 Sebap peruagasan Audit Investigatil barus dinyatakan
dalarm surat tugas sebagaimana vang  berlaku  di
[nspektorat dan disampaikan kepada pimpinan objek

penugasan.

(5] Setiap Audit Investigatilf harus diselesaikan tepat waktu
dan Audit Investigatif dapat diberikan
perpanjangan waktu pentuigasan dengan

mempertimbangkan alasan yang wajr dan rasional serta
kondisi tersebut harus dicantumkan pada laporan
kemajuan (progress repori) penugasan Audil Investigadif.

() Surat tugas Audit Investigatilf harus mencantumkan
sasaran audit investigatil yang akan dilakukan

i7) Untuk kelancaran penugasan Audit Investigatif,
Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Satuan
Pengawas Intern [SPI) objek penugasan.

Pasal 21

Seluruh  biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban
Inspektorat pada kegiatan pengawasan dengan tujuan
terieniu.

Pasal 22

{1) Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek
penugasan, Inspcktur melakukan koordinasi dengan
pimpinan objek penigasan yang meminta
dilakukannya Audit Investigatif.

(2} Apabila penolakan dan cbjek penugasan tidak dapat
ditangani oleh  Tun Audit Investigatif, Inspektur
menyampaikan laporan kepada Bupati perihal
penoclakan tersebut.

(3} Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh tim auadit,
maka proses audit dilanjutkan kembali.

Paragraf 3
Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi
Bukti Audit

Pasal 23

(1) Dalamm melaksanakan Audit Investigatif, tim audit harus
dapat mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten,
dan cukup.

2} Bukti audit relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila secara logis bukti audit tersebut
mendukung danfatau menguatkan pendapat atau

argumen yang berhubungan dengan tujuan atau
simpulan audit.



3)

(4

(5)

]

Bukti audit kompeten sebagaimana dimaksud pada ayal
(1] apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang
sah, legal dan tidak melawan bukum scrta  dapat
diandalkan untuk menjamin kescsuaian antara argumen
dengan fakta yvang sebenarya.

Bulti audit cukup sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut itelah
dapat dijadikan secbagai dasar penarikan simpulan
hasi] audit secara profesional dan ob jektif.

Dalam Audit Investigatif, pengumpulan bukli tidak
dapat dilakukan secara sampiing melainkan harus
terhadap keseluruhan populasi.

Inspektur dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit
Investigatif apabila ternyata tidak ditemukan bukti- bulkti
yang relevan, kompeten, dan cukup, vyang dapat
memberikan keyakinan memadai seta menjadi dasar
untiuk semua pertimbangan dan simputan hasil Audit
Investigatif.

Pagal 24

(1) Dalam Audit Investigatif, pehgumpulan dan evaluasi bukti

()

(1)

(2l

dimaksudkan uncuk mendukung  kesimpulan dan
temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada wupaya
pembulktian hipotesis untuk mengungkapkan:

a. faktafakta dan proses kejadian mengenai siapa,
kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus
operandi] dari kasus yang diaudit investigatif;

b. sebab dan dampak penyimpangan; dan

¢ pihakpihak yang terlibat dan peranan/tanggung
jawab dari masing-masing pihak tersebut.

Dalam pengungkapan pihak-pihak yang
terlibat /bertanggung jawab, auditor harus
mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak
mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut
Pasal 25

Pengumpulan/permintaan bukti  Audit Investigatif
dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada
pimpinan objek penugasan.

Dalamm hal pimpinan objek penugasan yang memiliki
kewajiban wuntuk  menyediakan  bukti-bukti  tidak
memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh

tim audit yang bertugas dalam jangka waktu 2 {dua) han

kerja setelah surat pertama diterima maka ketua tinn

audit Investigatif segera menyampaikan surat
permintaan kedua kepada pe jabat yang
berkewajiban  menycdiakan bultti-bukli dengan

tembusan kepada Inspektur dengan  menyebutkan




batas waktu pemenuhan bukti-bukti lersebut, paling lama
S {lima} hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima
pecjabal yang bersangkutan.

(3) Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pejabat vang berkewajiban menyampaikan bukti-bukti
masih belum da pat melaksanakan kewajbannya,
maka ketua tim melaporkan kondisi dimeksud secara
berjenjang kepada [nspektur raelalui Pengendali
Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu/Pembantu
Penanggung jawab.,

{4} Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat
{3}, inspekiur dapat menghentikan sementars penugasan
Audit Investigatif dan menyampaikan pemberitahuan
penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan dan
tembusan kepada Bupati.

Pasal 26

{1} Bukti audit dikurmpulkan dengan menggunakan
prosedur dan telmik yang memadai, termasuk teknik
pengumpulan dan evaluasi bukti  berupa dokumen
elektronik (apabila diperiukan,

(2) Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen
elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.

{3] Tim Audit Investigatif  harus selalu menjaga
kesinambungan penguasaan bukti dan mengembangkan
setanpkajan pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan
penylmpanan semua  bukti  vang berkaitan dengan
penugasan Audit Investigatif.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit
Investigalif harus:

a. melaksanakan pengujian alau mengevaluasi seluruh
bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan
proses Kejadian (sequences) dan kerangka
waktu/kronolegi kejadian ftirme Jrame) yang
dijabarkan dalam  suatu  bagan alur  kejadian
{florwchart)y dan/atau  nparasi  deskriptif  mengenal
pengungkapan fakta dan proses kejadian;

b, menilal keandaian (refiabitity dan kesahihan
(validity) bukti yang dikumpulkan selama  pekerjaan
audit investigatif;

¢ menilai kesesuaianfkorelasi bukti dengan hipotesis; dan




(2

(3)

(4)

()

(1)

{2

(3)

d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan
semua bukti yang relevan dan mengutamakan

hakikat/substansi daripada bentuk bukti
(subsiances over formj, serta tnengembangkan dan
menguji  hipotesis dengan maksud untuk
mengevaluasi permasalahan scelama dalam

penugasan Audit [nvestigatif.

Bukti audit vyang telah  dikumpulkan  kemudian
dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas
kerja/ Worlsheet Audit fnvestigati f (WAI).

WAI paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tiraian kronoiogi fakta;
b. referensi bukty

c Kriteria {(peraturan perundang-undangan yang
relevan);

d. analisis penyilmpangarn;

e evaluasi bukii;

f. langkah tindak lanjut; dan

g pembuktian (dokumen fbukti}.

Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan WAI
dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang
baru atau secara periodik setiap gkhir pekan.

Berdasarkan WAL Tim Audit Investigatif
mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan
falta dan proses kejadian, Kriteria wyang seharsnya
dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta
pihak-pihak yang terkait.

Pasal 28

Dalam hal pengumpitlan dan evaiuasi bukti
memerhukan bantuan  teknis/keahlian  yang  tidak
dimilikd oleh Tim Audit Investigatif, maka Tim Audit
Investigatif dapat menggunekan tenaga ahli lain yang
dibutuhkan dalam penugasan Audit [nvestigaltif,

Dalam penggunaan tenaga ahli  lan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigasi harus
melakukan  komunikasi intensf dengan tenaga ahli
rersebut puna memperoleh pemahaman yang cukup dalam
rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat
menyebabkan  kesalahan  penafsiran  hasil pekerjaan
danfatau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain
tersebust.

Dalam  penggunaan tenaga ahli lain, Tim  Awudit
Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan
penidaian kualifikasi tenaga ahli yarmg dibutuhkan
tersebut.




{4

)

(1)

(2)

(3)

()

Kualifikast tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal
{3) paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada
tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli
yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif.

Timi  Audit [nvestigatif jugas harus menilai kualitag
datafi nformasi yang  dibasilkan dari penggunaan
tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian
terhadap kebutuhan infiormasi audit investigatil
dimaksud.

Pasal 29

Pada setiap tahap audit, pckerjaan auditer harus di
supervisi secara roemadal untuk memastikan tercapainya
sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif.

Pengendalian penugasan melalui reviu berienjang dan
permbahasan intern  perlu  dilakukan guna menjamin
kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian
penugasan, dan menyclesaikan permasalahan.
permasalahan yang timbul selama penugasan.

Pembahasan intern tersebut dilaksanakan  sebagai

berikut:

a. pembahasan interm di tingkat tim dipimpin oleh
ketua Tim Audit Investigatif;

b pembahasan intern di tingkat I[nspektur Pembantu

Bidang Khusus dikoordinasikan dan  dipimpin oleh
pengendall teknis/supervisor;

¢ pembahasan intern i tingkat Inspektorat
dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur
Pembantu Bidang Khusus;

d. Inspektur dapat menugaskan pejabat  struktural,
Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD} yang tidak termasuk dalam Tim
Audit Investigatif untuk memberikan
pendapat fmasukan dalam pembahasan intern
tingkat Inspekiorat apabila diperlukan sesuai dengan
kebutuhan; dan

e hasil pembahasan intern dituangkan dalam
dokumen risalah pembahasan intern yRrng
mencantumkan simpulan bahwa  audit telah
cukup/memadat atau masibh memerlukan prosedur audit
tam bahan.

Tin Audit Investigatif harus memndaklan jut
rekomendasi/saran  yang  disepakati sebagai hasil
petnbahasan intert.



(5} Inspektur Pembantu Bidang Khusus harus melakukan
pengendalian yang memadai terhadap setiap
penugasan  Audit Investigatif terutama untuk penugasan
vang sudah melampaui batas waktu agar diidentifi kasi
hambatan serta kendala yang dihadapi dan
melaporkan hambatan scria kendala tersebut kepada
Inspektur.

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (physical
examination; yang memerlukan keahlian tertentu, auditor
menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.

Pasal 31

Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai
kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim
audit schingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif
fidak dapat dilanjutkan {seperti pembatasan informasi) maka
ditempuh langkah sebagai berikut:

a tm  audit melaporkan  kondisi tersebut  kepada
Inspektur Pembantu Bidang Khusus selaku  wakil
penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan
penugasan,

b. dalam hal wakl penanggung jawab penugasan tlidak dapat

mengatasi hambatan tersebut, maka walkil
penanggungiawab penugasan melaporkan dan
mengusulkan untuk menghentikan penugasan

tersebul kepada Inspektur; dan

¢ dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan
penyidik  meningkatkan status penyeldikan menjadi
penyidikan maka Audit Investigatif dihenti kan
dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

Paragraf 4
Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif
Pasal 32

(1) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif kepada
pihak vang betkepentingan dilakukan setelah
dilakukan pembahasan intern.

{2} Komuni kasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:

a. mengomunikasikan  hasil penugasan audit kepada
pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menghindari kesalahpahaman atas hasi] audit;
€. menjadi bahan untuk melakukan tindakan
perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan

d memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk
menentukan pengaruh  tindakan  perbaikan  yang
semestinya telah dilaksanakan.



(3}

(4

()

(0

(2)

(3)

Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang
berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir
dengan pimpinan ob jek penugasan sebagaimana
diatur dalam standar audit,

Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat
informasi vang belum  diuji/dievaluasi auditor pada
tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh
pimpinan cobjek penugasan pada tahap ini

Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan
hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk
mengevaluasi  informasi  tersebut secara seimbang dan
obiektif serta menyajikan secara memadai informasi
terse but dalam laporan hasil audit,

Pasal 33
Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif  atas
permintaan penyidik kepada  pihak  berkepentingan
difakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa
ekspose atau periemuan dengan  pimpinan objgk
penugasan,

Unluk penugasan Audit Investigatif yang
dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan,
dengan ketemtuan sebagai berikut:

a Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil
audit kepada pimpinan objek penugasan  atau
atasan  pimpinan objek penugasan dengan
melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam
Risalah Hasil Ekspose {Akhir); dan

b. apabila hasil audit menvimpulikan adanya
penyunpangan yang berpotensi merugikan kewangan
Negara/Daerah, auditor menvampaikan rekomendas:
agar pimpinan objek penugasan atau atasan plmpinan
objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan
termasuk pihak yang terkait] menindakianjuti hesil audit
sesuad dengan kelentuan peraluran perundang-
undangarn.

(4] Untuk penugasan Audit Investigatil atas permintaan
Instansi Penyidik, dengan ketentuan sebagal berikut:

a Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan  hasil
Audit Investigatif dengan Inslansi Penyidik yang meminta
bantuan audit dengan melakukan ekspose;

. ekspose dilakukan atas hasil audit yang
menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi
merugikan keuangan NegarafDaerah maupun tidak
adanya penyimpangan yang berpotensi
merugiikan keuangan negara/daerah; dan
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(1)

(2)

(3)

& tujuan  ditakukannya — ekspose dengan  Instansi
Penyidik adaiah untuk mempercleh kepastian
terpeniihi  atau  tidak terpenuhinya aspek hukum
schingga Tim Audit Investigatif memperoleh
informas: yang cukup bahwa hasil Audit Investigatil
tersebut berindi kasi tindak pidana korupsi atay tidak,

Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada
ayat {4  dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose

(RHE} yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan
Instansi Penyidik.

Pasal 34
Laporan Hasil Audit lnvestigasi (LHAI harus menyatakan
sccara  tertulis bahwa kegiatan  audit tefah

dilaksanakan sesuai dengan standar audit

Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasi]l Audit
Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang
menimbulkan risiko audit.

Apabila terdapat pembatasan audit yang Dberisiko
ternadap hasil audit, serta berbagei kualifikasi yang lain,
harus diungkapkan dalam laporan.

Paragraf 5
Laporan Hasil Audil Investigatif
Pasal 35
Berdasar proses audit, Tim Audit Investigatif

menyusun LHAL

Hasil Audit Investigatif berupa LHAI yang berisi
pengungkapan fakla pellyiMpangan dan proses
kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan
berupa kerugian keuangan negara/fdaerah seria
rekomendasi.

Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa
kerugian keuangan negara/daerah dinyatakan dalam LHAI
sebagai berikut: “Berdasarkan hasil audit investigatif, kami
berpendapat terjadi penyimpangan yang berindikasi
rmmeni mbulikan kerugian kenangan Negara/Daerah
senilai...’;

Pasal 36

(1)LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan

ketentuan sebagai bernkut:

a. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil
Audit Investigatil men jumpas adanya
penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti
kasus yang  berindikasi tindak  pidana korupsi
(hipotesis terbukti);



b. dalam hali scbelum berakhirnya  audit atau
sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa
pengembalian/ penyeioran  atas  kerugian  keuangan
negarafdacrah ke kas negara/daerah atau kas
BUMN/BUMD  maka informasi tindalk lan jut
terscbut harus diungkapkan dalam LHAI;

¢ laporan bentuk surat diterbitkan apabila  hasil
Audit  Investigatif tidak menjumpai adanya
penvimpangan (hipotesis tidek terbukti);

d. setiap pegawai Inspcktoral dilarang memberikan LHAI
baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau
dalam bentuk sot copy kepada pihak yarg tidak
berwenang; dan

¢ LHAl bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan
pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan
Resume Hasil Audit Investigasi.

(2] Ketentuan lebih lan jat mengenai pedoman
penyusunan LHAI diatur dengan Keputusan Inspektur.
Paragraf &

Pernantauan Tindak Lanjul Hasil Audit Investigati
Pasal 37

(1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus harus melakukan
permantauan tindak lanjut hasil Audil Investigatif,

() Hasil pemantauan tindak lanjt dilaporkan secam
berkala kepada Inspektur.

(3) Peiaksanaan pemantauan hasil penugasan
berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjur
yvang diatur dalam Keputusan Inspektur.

BAB V

AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Taha pan Audit PEXN/PKKD
Pasal 38
Tahapan Audit PKKN/PKKD terdiri dari:
a. perencanaan pehugasan;
b pelaksanaan penugasan;
c pelaporan; dan
d. pemantauzn tindak lanjue.



Bagian Kedua
Perencanaan Penupgasan
Paragraf 1

Umum

Pasal 39
Perencanaan penugasan dilakukan melalui tahapan!
a, penerimaan permintaan audit;
b. ekpose/gelar perkara kasus; dan
¢ penerbitan surat tugas Audit PKKN/PEKD,

Paragraf 2
Penerimaan Permintaan Audit

Peasal 40
Tahapan penerirmaan  permintaan  Audit  PKKN/PKKD
dilakukan sebagai berikut:

a  penyidik mengajukan permintaan Audit PKKN/PKKD
secara tertulis kepada DBupati atas kasus yang sedang
dilakukan penyidikan; dan

b setelah menerima surat perminLaan, Bupat:
memeri ntahkan Inspektur membuat surat undangan
kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar
perkara yvang dimintakan audit PKKN/PKKD.

Paragraf 3
Ekspose /Gelar Perkara Kasus

Pasal 41

1] Eksposefgelar perkara kasus scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan tujuan:

a untuk mengungkap modus operandi dan unsur-
unsur melawan hukum dar suatu kasus:

b. untuk menentiakan ruang lingkup, skala
penugasan, dan metode Audit PKKN/PKKD yang tepat;
dan

. untuk melakukan identifikasi awal dapat atau
tidaknya Audit PKKN/PKKD dilaksanakan.

(2} Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspekiur atau
Pejpbat yang ditunjuk oleh Inspekiur,

[3] Pada saat ckspose/fgelar perkara, penyidik harus
memaparkan:

a. konstruksi hukum atas penyimpangan yang
menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang
diternukan oleh penyidik;

b. pihak-pihak yang diduga terlibat terkail

bertanggung jawab atas penyimpangan yang
mcni mbulkan Kerugian Keuangan Negaraf Daerah;



{1)
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¢ bukt-bukti  yang diperlukan untuk menghitung
Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang sudah
diperoleh penyidik;

d. ruang lingkup penugasan yang dirninta;

nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah sementara
meénurut penvidik; dan

f. nama tersangka [apabila ada).

Pasal 42

Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan
bahwa permintaan Audit PKKN/PEKD:

a. dapat dipenuhsj;
b beium dapat dipenuhi; dan
c. lidak dapat dipenuhi.

Permintaan Audit PKKN/FPEKEKD dapat dipenuhi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a apabila hasil
ekspose/gelar perkara menyimpulkan:

a. perbuatan meclawan  hukum/penyimpangan  yang
ditemukan oleh penyidk mempunyai  hubungan
kausalitas dengan Kerugian Keuangan
Negara/ Daerah;

h terdapa! Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang
ditinbulkan dari perbuatan melawan
hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarmnya
belum dapat dipastikan;

¢. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung
Eerugan Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh
penyidik cukup lengkap; dan/atau

d BPK, BPKP dan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah  lainya belum melakukan Aundit
PKKN/PKKD atas perkara yang sama.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam
RHE/gelar perkara/notulen yang ditandangani oleh
pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.

Permintaan Audit PKXN/PKKD belum dapal dipenuhi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b apabila hasil
elkspose/gelar perkara menyimpulkan:

a dari bukti-bukti yang wyang ada belum tergamb:ar
dengan jelas hubungan kasualitas antara perbuatan
melawan  hukum/penyimpangan dengan  Kerugian
Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dan
oerbuatan melawan hukum/penyimpangan
tersebut;

b. bukti-bukti yang diperiukan untuk menghitung
Kerugian Keuangan Negara/Daerah vang diperoleh oleh
penyidik belum cukup;

¢. BPK, BPKP dan instansi suditor lainnya telah
melakukan Audit Investigasi atas perkara yang
sama; danfatau




d terdapat kendala teknis dan kelembagaan vang
menghambat pelaksanaan Audit PKKN/PKKD.

(9) Apabila  diperlukan, ekspose/fgelar perkara  dapat
dilakukan tebih dari 1 (satu) kali

(6) Audit PKKN/PKKD dapat dipenuhi apabila penyidik
telah melengkapi kckurangan bukti sebagaimana yang
diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.

(7] Apabila setelah hasil ekspose, penyidik telah
memenuhi kelkurangan bukti maka Audit PPKN/PPKD
dapat dipenuhi, apabila tidak dapat ~memenuhi
kekurangan bukti maka Audit PPEN/PPKD tidak dapat
dipentthi.

{8 Hasil ekspose /gelar perkara dituangkan dalam
RHE/gelar perkarafnotulen yang ditandangani oleh
pimpinan ekspose/fgelar perkara dan pihak penyidik.

Pasal 43

RHE /gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan
ekspose/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh
keputusan iebih lanjut yaitu:

a apabila permintaarn audit perhitungan Kerugian
Keuangan Negara/Daerah dipenuhi, maka lnspektur segera
menerbitkan surat tigas; dan

b apabiia permintaan Audit PKKN/PKKD tidak dipenuhi,
maka Inspektur sSegera menyampaikan surat
pemberitahuan  tidak dipenuhinya Audit PKKN/PKKD
kepada penyidik.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Tugas Audit PKKN/PKKD
Pasal 44

(1) Surat tugas Audit PKKN/PKKD harus mencantumkan
ruang lingkup dan jangka waktu penugasan,

(2) Jangka waktu Audit PRKKN/PKKD hendaknya
disesuaikan dengan kebutuhan.

(3 Surat tugas Audit PKKK/PKKD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditandatangani oleh Inspektur
ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta
dengan tembusan:

a, Bupati sebagaj laporan; dan b,
arsip.

[4 Apabila waktu audit berakhir dan Audit PKKN/PEKKD belum
dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan
surat perpanjangan Audit PREIV/PKEKD.

{5) Sural perpanjangan sebagaimana dimaksud pada aval
{4) disampaikan kepada penyidik
[6) Prosedur perpan jangan Audit PKKN/PKKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] adalah sebagai
beriloat:




a tim audii mengajukan permohonan perpanjangan
waktu audit kepada Inspektur disertai  dengan
alasan; dan

b. perpanjangan waktu audit diberikan scsuail
kebutuhan dan  urgensi  serta tingkat  kesulitan
kasus vang dihadapi.

Pasal 45

(1} Setelah mempercleh surat tugas dari Inspekiur, tim audit

(@)

(3}

(1)

mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit
PKKN/PKKD.

Rencana  sebagaimana  dimaksud pada ayal (1)
dituangkan  dalam audit program PenuUgasan
perhitungan Kerugian Heuangan Negara/Daerah,
meliputi tahap-tahap:

a. persiapan/ perencanaar;

b. pelaksanaan;dan

¢. pelaporan,

Audit PKKN/PKKD disusun dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut

a audit program harus mengarah pada penentuan ada
atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan
apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilaifbesar
kerugian negara/daerah tersebut;

b. audit program harus mengarahkan bahwa dalam
mendapalkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara
hukum,

¢ bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang
mendukung pembiktian dan  perhitungan kerugian
keuangan ncgarafdaerah, sehingga audit program harus
mengarahkan untuk mempercleh bukti yang lengkap,
kompeten dan relevan  dengan tujuan perhitungan

Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan  dapat
diterima oleh aparat penegak hukum; dan

d. apabila kemudian Kerugian Keuangan
Negara/Daerah tidak dapat dihitung, audit program
harus mengarah kepada pengungkapan pemnvebab atau

alasan tidak dapatnya dihitung  kerugian
keuangan negara/daerah tersebut.

Pasal 46

Dalamm merencanakan Audit PEKN/PKEKD, auditor
harus:

a. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik
audit vang akan digunakan untuk IGCAEU ji
penyimpangarn;

b. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan
dilaltakan dalam bentuk program audit;

¢. merencanakan metode perhitungan kerugian
keuangan negara/daerah; dan




(2)

(3

[

(5)

(1)

d merencanakan perolehan bukti keterangan ahii lain,
apabila dipertukan.

Rencana Audit PKKN/PKED yang 1elah ditetapkan tidak
bersifat final

Perkembangan hasil penyidi kan memungkinkan
auditor untuk merivisi rencana yang telah disusun
sebelumnya karena adanya fakta baru {norum} dajam
penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan
perbuatan melawan hulkum/penyimpangan.

Program kerja audit disusun oleh ketua tim dan di review
oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pernbantu.

Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua Tim dan
pengendali  teknis dan Inspektur Pembantu Bidang
Khusus.Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penugasan

Paragraf 1
Taha pan

Pasal 47

1} Pelaksanaan penugasan Audit PKKN/PKKD
ditakukan wuntuk memperkuat pembuktian atas
kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh
penyidik khususnya memperkual pembuktian unsur
merugikan keuangan negara,

[2) Tahapan pelaksanan penugasan terdiri dari:
a pengumpulan bukti; dan
b pengujlan, analisis dan evaluasi bukti.

Paragraf 2
Pengumpulan Bukti
Pasal 48

Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit untuk
menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah
adaiah bukti-bukii sah menurut KUHAP yang
dikurmpulkan secara pro justicia oleh penyidik berupa: a
keterangan saksi merupakan salh satu alat bukti

dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengensi  suatu  peristiwa pidana  yang didengar
sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan
menyebul alasan dari pengetahuannya;

b keterangan ahli merupakarn keterangan yang
diberikan olch  seorang vang memilki  keahlian
khusus tentang hal yang  diperiukan untuk
membuat terang suatu  perkara  pidana guna
kepentingan pemeriksaan;



¢ surat yang terdin dari

1.

4,

berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi
yang dibuat oleh pejabal umum yang berwenang atau
yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan
tentang keiadian atau keadaan yang didengar,
dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara
lain: akta notans, akta jual beli tanah oleh PPAT;

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan atau surat yang dibuat olkeh
pcjabat mengenai hal yang termasuk dalam iata
lak:sana yang menjadi tangmnmng jawabnya dan  yang
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atan
sesuatu Keadaan, antara lain: Paspor, SIM, dan KTP.

surat keterangan dari seorang ahli yang memual
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai
sesuatu hal alau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya, antara lain: visum et
repertirn dari seorang dokler yang berwenang untuk
itu: dan

surat lin yang hanya dapat berlaku apabila ada
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian
yanglain, antars lain: korespondensi, surat
pernyataan, berila acara permintaan
keterangan /konfirmmasi dan sebagainya.

d. pelunjuk merupakan  perbuatan, kejadian atau
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang khin maupun dengan tindak pidana it
scndiri, ménandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan sigpa pelalnunya, vaitu:

i. peltunjuk hanya dapat dipercleh dari:

a4 Keterangan saksj;

H surat; dan

g keterangan terdakwa.

2 petunjuk dalam tindak pidana keorupsi juga dapat

diperoleh dari:

a) alat bukti lin yang berupa informasi yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang
serupa dengan itu; dan

B dokumen yaitu setiap rekaman  data  atau

informasi yang dapat dilibat, dibaca, dan/atau
didengar vang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan swatu  sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain  Kertas, maupun yang !erekam Secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara
gambar, peta, rancangan, [oto, huruf, tanda,
angka, atau perforasi yang memiliki makna.




(4

)

@)

(1)
(2)

(3)

(4)

)

(1)

e. keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa
vang terdakwa nyataian di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau i ketahui sendiri atau
alami sendiri.

Informasi danfatau dokumen elektronik merupakan alat

bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam

hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Penentuan  kecukupan bukti yang diperlukan untuk
perhitungan kerugian keuangan negarafdaerah sesuai
dengan metode perhitungan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah yang digunakan merupakan pertimbangan
profesional auditor sedangkan perolchan bukti
merupakan tanggung jawab penvidik.

Pertimbangan profrsional auditor tentang kecukupan bukti
mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia
yvang mensyaratkan paling sedikil dua alat bukti yang sah
harus diperoleh scbagai dasar untuk  membuat
kesimpulan.

Pasal 49

Tim  audit melakukan  Audit  PKKN/PKKD  atas
permintaan penyidik pada tahap penyidikan.

Bukti-bukti yang digunakan ocleh tim audit adalah
bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara pro justicia,

Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah
diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Audit
PKKN/PKKD, termasuk peratdran perundang- undangan
vang dijadikan kriteria penyimpangan.

Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi
dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti
vang diperoleh dari penyidik schingga dipercleh kejelasan
penvimpangan yang terjadi, misalnya kontrak filetif,
pembayaran [ktif, mark up/pemahalan harga, kuantitas
barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya,
kualitas barang lebih  rendah, harga jual terlalu
rendah, dan sebagainya.

Tim audit mencari dan mempelajari  peraturan
perundang-undangan yang terkail dengan kasus/kegialan
yvang diperiksa, agar tim audit memililki wawasan dan
pemahaman yang cukup atas suatu kasus.

Pasal 50

Perolehan bukti dalam Audit PKKN/PKKD sebagaj
berikut:

a permintaan  data/bukti dilakukan - melalu  surat
permin{aan  tertulis yang ditandatangani oleh
inspektur atau pe@bat lain yang berwenang dan
ditu jukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;




&

3)

(1)

b permintaan data/bukti menyebulkan jenis, nama, dan
jumlah datafbukti yang diperiukan, serta batas waktu
penyampaian data/bukti; dan

¢. apabila permintaan data/bukti beium dipenuhi oleh
Instansi  Penyidik, surat permintaan tertulis
datafbuktt agar disampaikan secara berturut-turuat
sampai dengan 2 (duaj kali dan diberikan batas wakiu.

Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali
dalam batas wakiu yang ditentukan tidak atau belum
dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang
bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat
penghentian  sementara penugasan yang akan
disampaikan Kkepada pimpinan Instansi Penyidik
dengan tembusan kepada Bupati.

Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih
kurang, tim audit dapat melakukan pengumpulan bulkti
tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. pengumpulan  bulkdti dilakukan di bawah koordinasi
penyidik;

b auditor harus menghormati Xkewenangan penyidik
dalamn pengumpulan bukti sebagaimana diatur
dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{KUHAP); dan

¢. auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran
hukum atau aturan lhin yang dilakukan auditor saat
pengumpulan bulsti tambahan  termasuk apabila
bukti yang perlu dikumpulkan adalah bkt berupa
dokumen elekironik.

Paragraf 3
Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
Pasal 51

Bulkti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah,
diidentifikasi, diverifikasi, diuj dan dianalisis, tim auditor
sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian
Keuangan Negara/Daerah, sebagai berikut:

a. apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik
sangat kurang sehingga hanya Kerugian keuangan saja
yang dapat dilaksanakan maka hambatan dalam
memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera
dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada Instansi
Penyidik dan lnspektur untuk dicariken solusinys;

b. apabila diperlukan tim audit dapat meminla
penyidik  untuk melakukan klanfi kasi kepada
pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan

¢ teknik ufg sampling dalam perhitungan Kerugian
Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan,




(2) Bukti-bukti keterangan saksi dan  keterangan

{1

(2)

@)

(4

{5

(1)

tersangka yang diperoleh dart penyidik dievaluasi oleh
auditor dengan ketentuan sebagai berikul:

a keterangan para saksi dan  keterangan  pam
tersangka dianalisis untuk menentukan aspakah semua
keterangan telah cukup atau belum cukup memuat
keterangan yang mendukung konstrulksi penyimpangan
dan metode perhitungan Kerugian Keuangan
MNegarafDaerah;

b. keterangan para saksi dan  keterangan para
lersangka dianalisis untuk menentukan ada atau
tidak ada  keterangan para saksi yang tidak
bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan

c. keterangan para saksi dan  keterangan  para
tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak
ada keterangan pam saksi vang tidak
bersesuaian dengan keterangan saksi lain.

Pasal 52

Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan
keterangan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2) disimpulkan belum cukup atau tidak
bersesuaian, auditor melakukan kiarifikasi atau
konfirmasi secara langsung Kkepada pihak-pihak yang
terkant.

Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh
auditor melatui  penyidik dan  pelaksanasn klaribkasi
atau konfirmasi didampingi cleh penyidik.

Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh
auditor merupakan salah salue proses evaluasi bukti untuk
memperalieh keyakinan bukan merupakan proses
menghasilkan bukti bara

Apabila hastl klarfikasi atau konfirmasi terdapat fakia
baru maka auditor menyarankan kepada penyidik untuk
ditindakian juti dengan Berita Acara Pemeriksaan
Tambahan.

Apabila penyidik tidak memenuhi perminiaan auditor
untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada
pihak-pihak  vang  terkait dan tidak bersedia
menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalamn Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut
berpengaruh  signifikan  terhadap kesimpuian  hasil
perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah
rmaka Inspektur menyampaikan permasalahan terscbut
kepada pejabat struktural atasan penyidik,

Pasa! 53

Bukti keterangan ahli dan [aporan ahl vang diperoieh dari
ahli dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk
menggunakan ataul tidak menggunakan pendapat
ahli atau laporan ahli tersebut.



(3

Hal-hal yang harus dilakukan olch auditor adalah:

a auditor harus menilai kualifikasi orofesional,
kompetensi, pengalaman yang relevan dan
independensi ahli; dan

b. auditor harus memahami metode dan asumsi yang
digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian
semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli,
dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan
tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan
auditor.

(3) Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertmiang dalam

(1)

{2

(3)

(3

(2)

keterangan ahli dan laperan ahli, auditer belum
memperolel keyakinan yang memadali maka tm audit
meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang
cukup  dengan tenaga ahli tersebug untuk
meminimalkan kesalahpahamen vang dapat
menyebabkan sakh menafsirkan hasil pekerjaan
dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

Paragraf 4
Pemeriksaan Fisik
Pasal 54

Pemeriksaan fistk merupakan pemeriksaan langsung
terhadap aktiva  berwujud dengan tyjuan  untuk
ménentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva.

Keputusan auditor melakukan pemeriksaan fisik atau tidak
didasarkan pada pertimbangan profiesional auditor.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya
alternatif  teknik audit pengganti, biaya yang

dibuiuhkan, persebaran tempat, dan kemampuan
auditor.
Paragraf 5
Metode dan Bentuk Kerugian Keuangan Negara /Daerah
Pasal 35

Metode atau cam menghitung Kerugian Kcuangan
Negara/Daerah tidak dapat dipolakan secara seragam
didasarkan modus operandi kasus-kasus tindak
pidana korupsi yang terjadi.

Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan
Negara/Daerah yang dipilih oleh  auditor harus
mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan
melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang
dihitung dengan Kerugian Keuangan
Negara/Daerah dan ditvwangkan lebih lanjut dalam
Keputusan lnspeictur.



Pasal 36

Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat di
ikelompokkan menjadi:

a pengeluaran sualu sumber/kekayaan negara/daerah

(dapat berupa wuang, barang] vyang seharusnya tidak
di kehaarkan;

b. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih

besar dari yang scharusnya menurut kriteria yang
berlaku;

¢. hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang
scharusnya diterima (termasuk diantaranya
penerimeaan dengan wang palsu, barang fiktif);

d. penerimaan sumber/kekayaan negara/daecrah lebih

kecil/rendah dari yang seharusnya diterima [termasuk
penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);

e hmbulnya suatu kewajiban  negaraj/daerah  yang
seharusnya tidak ada;

f. timbulnya suat: kewajiban negarajdacrah yang lebih
besar dari yang seharusnya;

g hilangnya suatu kak negara/daerah yang scharusnya
dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaiu;dan

h. hak negarajdaerah yang diterima lebih kecil dari yang
seharusnya diterima.

Pasal 57

Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah untuk Pengadaan

Barang/Jasa dapat berupa:

a mark up terjadi karena kualitas dan kuantilas barang
vang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi
harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara
harga barang vyang dibayar dengan harga barang veng
wajiir/schanusnya;

b. kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang
dipersyaratian, keruganmma berupa selisih antara
harga barang yang dibayar dengan harga barang yang
wajar fseharusnya sesuai dengan Kualitas barang vyang
diterima; dan

¢ kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang
dipersyaratkan kerugiannya berupa selisih antara harga
barang yang dibayar dengan harga Tbarang vyang
wajar/scharusnya sesuai dengan Kuantitas barang yang
diterima.

Pasal 38

Nilai Kerugian Kecuangan Negara/Dacrah yang dinyatakan
pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara (LHPKKN) merupakan pendapat auditor yang
didasarkan pada bukti-bukli yang cukup, kompeten, dan
relevan dengan pengungkapan penvimpangan yang terjadi.
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Pasal 53

Pada setiap tahap Audit PEKN/PKKD, pekerjaan
auditer harus disupcrvisi berjenjang secam memadai untuk
memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya
kualitas Audit PKKN/PKKD dan mencari jalan keluar atas
permasalahan-permasalahan yang timbui selama
pPenugasan.

Permasalahan, hambatan atau kendala sebagaimana
dimaksud pada ayat {l] dilaporkan secara berjenjang
kepada atasan.

Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim
harus melakukan pemaparan kepada Inspektur unnuk
memperoleh masukan.

Pasal 60

Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan
Kerugian Keuangan Negara/Daerah  dan besamya
Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada penyidik
sebelum Laporan Hasil Audit PKEN/PEKD diterbitkan.

Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar
perkara atau pertemmuan dengan penyidik atau
mengeunakan media elektronik vang dapat
didokumentasikan.

Hasil Audit PEXN/PKKD merupakan pendapat
keahlian profissional auditor tentang jumlah Kerugian
Keuangan Negara/Daerah sebagai akibat dari
penyimpangan  schingga tidak dikomunikasikan
kepada tersangka.

Pengkomunikasian hasil Audit PKKN/PKKD dilakukan
dengan penyidik untuk memastikan bahwa secluruh bukti
yang digunakan auditor merupakan  bukti lengkap
vang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara
dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang
mempengaruhi jumlabh Kerugian Keuangan Negara/Daerah,

Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat
informasi lainnya vang relevan dan mempengaruhi
simpulan, maka informasi tersebtt hares dilakukan
pengujian yang memadai.

Laporar hasil Audit PKKN/PKKD dilerbitkan setelah
dikomunikasikan dengan Penyidik.

Bagian Keempat
Pela poran

Pasal 6l

Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus menyajkan
simpulan secara objektif dan tGdak bias.

Inspelktur dilarang menerbitkan laporan hasil audit
PKKN/PKKD apabila masih terdapat prosedur yang masih
belum: dilaksanakan yang mempengeruhi kesimpulan
dan bulkti-bukti yang diperoieh belum mencukupi.




(3) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus dijaga secara aman

(4)

&)

(6

(1}

(2)

dan dapat disimpan dalam bentuk soficopy.

Setap pegawai/auditor Inspektorat dilarang
memberikan laporan hasi! Audit PKKN/PKKD baik aslk
maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk soff copy
kepada pihak yang tidak berwenang,

informasi dalam laporan hasil Audit PKKN/PKKD dan
korespondensi  terkait dengan pelaksanaan penugasan
bersifat rahasia.

Auditor dilarang imenyampaikan kepada pihak-pihak
manapun tanpa izin tertulis dari BupatiPasal 62

Tim audi harus meémbuat laporan hasil Audit
PKKN/PRKKD sesuai dengan penugasannya yang disusun
dalam format yang tepat segera setelah melakukan
tugasnys.

Laporan hasil Audit PKEKN/PKEKD sebagaimana
dimaksud pada avat (1} disusun dalamm bentuk surat.

(3) Format laporan hasil Audit PKEN/PKKD memusat pokok-

(4}

pokok uraian sebagai berikut:

a. dasar penugasar;

b tujuan penupgasarn;

c ruang lingkup penugasan;

d. prosedur penugasan;

e. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
f data dan bukti-bukti yang diperoleh;

g metede perhitungan kerugian Keuangan
Negara/Daerah;

h. hasl Perhitungan Kerugian Keuangan
Megara/Daerah; dan

1. lampiran-lampiran vang diperlukan.

Laporan hasil Audit PKKN/PKKD hanya disampaikan

kepada peminta instansi penyidik setelah mendapat izm
Bupati,

{5] Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKKN/PKKD yang

disampaikan ke penyidik adalah pemberian
keterangan ahli di penyidikan dan d Persidangan.
Bagian Kelima
Pemantauan Tindak Lanjut
Pasal 62

Pemantauan tindak lanjut atas hasil Audit PKKN/PKKD
dilaksanakan sesuai mekanisme tindak lanjut Inspektorat.




{1}

(2)

(1)
(%)
(3

{4

BAB V1
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu
Umum
Pasaj &3
Inspektorat dapat memberikan kelerangan ahli datam
proses peradilan mengenai Kerugian

Negara/Daerah;
Keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh I[nspektur Pembantu danj/atau Pejabat
Fungsional Auditor berdasarkan penugasan Inspekiur.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Ketcrangan Ahii
Pasai 64

Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspeklorat
berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.

Permintaan keterangan ahli scbagaimana dimaksud
pada ayat {l} disampaikan secam tertulis kepada Bupati.

Pemberian Keterangan ahl diakukan pada tahap
penyidikan dan/atau peradilan,

[nspektorat dapat berkoordinasi dengan Instansi yang

berw chang dalam rangka menindaklanjuti
permintaan pemberian keterangan
ahli.

Pasal £5

(1} Keterangan ahl diberikan berdasarkan Laporan Hasil

]

Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah;

Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli
tidak berdasarkan pada Laporan Hasifi Pemeriksaan
Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, keterangan ahli
dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain
berkaitan  dengan = pemeriksaan  investigatif dan
Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

FPasal 66

Dalam memberikan Xeterangan ahli, ahli dapat memperoleh
bantuan hukurn sesual dengan kctentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67
Peraiuran Bupati ini mutai berlalku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan <i Cianjur
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 6 Maret 2024

SE ; _ RAH KABUPATEN CIANJUR
E%‘“ AR
e - -:.}‘

SERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 40%



